
 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 

NOMOR 43 TAHUN  2012 

TENTANG 

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 155 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 
    

 

 

 b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013 saat ini masih dalam 

proses pembahasan, sehingga penetapannya tidak dapat 

dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 
    

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sambil 

menunggu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2013, maka untuk membiayai pengeluaran 

daerah dipergunakan angka Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berdasarkan 

ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 dan Pasal 105 A Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  
    

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Daerah 

Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013;  

    

 

 



 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312); sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3569);  
    

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 
    

 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 

Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 

Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4268); 
   

 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
   

 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
   
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 

2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 
    

 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
    

 
 
 



 
 

 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 
   

 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
   

 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
    

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090); 
  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler  dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
    

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 
   

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 
    

 



 
 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005  tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005  tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
    

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005  tentang 

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
    

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
    

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 
    

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 
    

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah  

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
    

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
    

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 
    

 
 
 
 



 
 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
    

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 
    

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9       

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur        

Tahun 2007 Nomor 66); 
    

  26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 

Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran  Daerah  

Kabupaten  Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 1); 
    

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 

Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran  

Daerah  Kabupaten  Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 

16); 

                   MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH 

MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013. 

 

 

Pasal 1  

 

(1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan mendahului 

penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2013, dipergunakan setinggi-tingginya angka 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2012 sebagai dasar dalam melaksanakan pengeluaran daerah.   

 

(2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dipergunakan untuk membiayai kebutuhan belanja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang bersifat tetap, yang meliputi : 

a. pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil; 

b. pembayaran gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati; 

dan 

c. pembayaran penghasilan dan tunjangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD. 

  



Pasal 2 

 

(1) Realisasi pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (2) disesuaikan dengan perhitungan teknis yang 

dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

 

(2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(2) untuk keperluan setiap bulan ditetapkan setinggi-tingginya 

1/12 (satu per dua belas) Anggaran Belanja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012. 

 

(3) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(2) untuk keperluan setiap bulan ditetapkan setinggi-tingginya 

1/3 (satu per tiga) dari Anggaran Belanja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 khusus bagi Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang anggaran belanja berkenaan baru 

ditetapkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2012. 

 

 

Pasal 3 

 

(1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat 

Permintaan Pembayaraan (SPP) dan Surat Perintah Membayar 

(SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD 

untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

 

(2) Pengajuan SPP untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan dengan 

menggunakan SPP Langsung (SPP-LS) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

(3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses setelah Surat 

Penyediaan Dana (SPD) diterbitkan oleh Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (PPKD). 

 

 

Pasal 4 

 

Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, disesuaikan 

kembali berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan, 

apabila: 

a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan menjadi 

Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah; 

dan 

b. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah 

ditetapkan menjadi Peraturan Bupati dan diundangkan dalam 

Berita Daerah. 



Pasal 5 

 

Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I dan Lampiran II 

Peraturan Bupati ini.  

 

 

Pasal 6 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan satu 

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

 

Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Belitung Timur. 

 

 

 

Ditetapkan di Manggar 

pada tanggal 11 Desember 2012 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

 

 ttd 

 

 

BASURI TJAHAJA PURNAMA 

 

 

 Diundangkan di Manggar 

 pada tanggal 11 Desember 2012 

   Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

 

 ttd 

 

 

            M. UMAR HASAN 

 

 

 

   BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 43                               


